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1  Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Kementerian Negara. 1

2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. 2

3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi. 3

4 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. 4

5 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 5

6
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang

Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
6

7
Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

7

8
Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan pelaksana Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan 

Perundang-undangan
8

9
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional

Prosedur Administrasi Pemerintah.
9

10 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik

11
Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 13 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi

Pemerintah di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

12
Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 11 Tahun  2021   tentang   Tata Cara Pelaksanaan Konsultasi Publik dalam Pembentukan Peraturan Perundang-

Undangan
13 Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 41 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum  dan Hak Asasi Manusia

14
Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-01.IN.01.03 Tahun 2010 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi 

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia

15
Pedoman Standar Layanan Informasi Publik dan Klasifikasi Informasi di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: M.HH-

07.HH.05.06 Tahun 2022

1 Media Informasi Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan 1 Peraturan Perundang-undangan

2 Komputer, Scanner, Printer

3 Jaringan Internet.

4 Alat Tulis Kantor

5 Lemari rak dokumen/buku/hardware

PERINGATAN : PENCATATAN DAN PENDAFTARAN :  

Apabila SOP ini tidak dilaksanakan maka akan menghambat sistem kerja di lingkungan Bagian Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama. Di simpan sebagai data elektronik dan manual jika suatu saat diperlukan kembali

Mempunyai kemampuan mengoperasikan komputer

KETERKAITAN:  PERALATAN / PERLENGKAPAN :  

Mempunyai kemampuan menulis

Mampu berkoordinasi dengan efektif dan efisien

Mempunyai wawasan luas

Mempunyai kemampuan public speaking

DASAR HUKUM :  KUALIFIKASI PELAKSANA :  

Memahami alur Permohonan Informasi Publik

Memiliki pengetahuan tentang peraturan perundang-undangan di bidang pelayanan publik 

dan pelayanan informasi publik

Mempunyai kemampuan menggunakan email

Mempunyai kewenangan untuk melaksanakan pelayanan informasi publik

DIREKTORAT JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

KELOMPOK SUBSTANSI MASYARAKAT DAN KERJA SAMA

NAMA SOP :

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

NOMOR SOP

TANGGAL PEMBUATAN

TANGGAL REVISI

TANGGAL EFEKTIF

DISAHKAN OLEH



PEMOHON JFU/JFT
Subkoordinator 

Kehumasan
Eselon II

Koordinator 

Kehumasan dan 

Kerja Sama

Kelengkapan Waktu Output

1 Pengajuan permohonan Informasi

1

Menerima permohonan informasi, baik 

melalui media konvensional maupun 

media elektronik

Formulir/email permohonan 

informasi, fotokopi/scan identitas 

pemohon

1 Hari

Register formulir/email 

permohonan informasi, 

fotokopi/scan identitas pemohon

2 Memverifikasi Persyaratan

Register formulir/email 

permohonan informasi, 

fotokopi/scan identitas pemohon

1 Hari Persyaratan sudah terverifikasi
Jika persyaratantidak lengkap, 

dikembalikan ke pemohon

3
Mempelajari klasifikasi jenis informasi, 

masuk dalam DIP atau tidak
Persyaratan sudah terverifikasi 1 Hari Hasil klasifikasi informasi

Jika informasi yang diminta tidak 

masuk dalm DIP, petugas 

memberikan pemberitahuan 

terulis kepada pemohon

4 Meneruskan kepada OPD bersangkutan Hasil klasifikasi informasi 1 Hari
Formulir permintaan, disposisi 

kepada OPD terkait

5 Memberikan informasi yang dimohon
Formulir permintaan, disposisi 

kepada OPD terkait
5 Hari

Formulir permintaan, disposisi, 

informasi yang dimohon

Waktu pelayanan tergantung 

jenis data yang diminta

6
Menganalisa informasi, apakah informasi 

yang diberikan sudah sesuai atau belum

Formulir permintaan, disposisi, 

informasi yang dimohon
1 Hari

Formulir permintaan, disposisi, 

informasi yang dimohon

Jika diperlukan, dapat melibatkan 

Tim uji konsekuensi

7 Memberikan tanda persetujuan
Formulir permintaan, disposisi, 

informasi yang dimohon
1 Hari

Formulir permintaan, disposisi, 

informasi yang dimohon 

disetujui

8

Menerima informasi yang sudah disetujui 

dan meneruskan kepada Petugas 

Pelayanan

Formulir permintaan, disposisi, 

informasi yang dimohon disetujui
1 Hari

Formulir permintaan, disposisi, 

informasi yang dimohon 

disetujui

9 Membuat salinan
Formulir permintaan, disposisi, 

informasi yang dimohon disetujui
1 Hari Salinan informasi yang dimohon

10
Membuat tanda terima dan 

menyampaikan kepada pemohon
Salinan informasi yang dimohon 1 Hari

Salinan informasi yang 

dimohon, tanda terima

Waktu paling lama pelayanan 

permohonan informasi adalah 10 

hari dan bisa diperpanjang 

selama 7 hari
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